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Jenis Perkara . Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia (UU 42/1999) terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pokok Perkara . Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Amar Putusan . Dalam Provisi:
Menolak permohonan provisi Pemohon.
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Tanggal Putusan . Selasa, 31 Agustus 2021.

Ikhtisar Putusan

Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia, selaku karyawan di
sebuah perusahaan finance dengan jabatan selaku Kolektor Internal dan telah bersertifikat
profesi di bidang penagihan. Pemohon dirugikan konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal
15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 sebagaimana telah dimaknai oleh
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
karena sulit melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia yang harus melalui
Putusan Pengadilan yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan Pemohon;

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon
adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU 42/1999) terhadap
UUD 1945, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU
MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo;

Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah
menguraikan secara jelas dan menerangkan kualifikasinya dan telah menerangkan secara
spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya
norma yang dimohonkan pengujian, yaitu diantaranya hak untuk mendapat perlindungan
hukum dan penghidupan yang layak. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan
kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya
norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan,
kerugian demikian tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil
Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian,
menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai
Pemohon dalam permohonan a quo;



Dalam Provisi

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Provisi, yang pada pokoknya menyatakan
permohonan dalam perkara a quo berdampak juga terhadap berbagai pihak seperti
perusahaan pembiayaan, aparat penegak hukum, sesama kolektor, konsumen maupun
asosiasi kolektor karena berkaitan dengan tindakan hukum pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia
sehingga perkara a quo perlu dilakukan hingga tahap pembuktian yang dapat memanggil
pihak-pihak sebagai saksi maupun Pihak Terkait untuk didengar keterangannya. Terhadap
alasan permohonan provisi Pemohon tersebut, menurut Mahkamah oleh karena terhadap
pokok perkara a quo akan diputus tanpa dilanjutkan dengan sidang lanjutan dengan agenda
pembuktian dan mendengar pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan
Pasal 54 UU MK, maka alasan permohonan provisi yang diajukan oleh Pemohon tidak
relevan untuk dipertimbangkan. Sebab, alasan pemanggilan pihak-pihak dan sidang
pembuktian lanjutan yang dikhawatirkan Pemohon akan berdampak pada lamanya perkara
a quo akan diputus oleh Mahkamah tidak akan terjadi. Dengan demikian alasan permohonan
Provisi Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat
(2) UU 42/1999 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bertentangan dengan UUD 1945 karena
beberapa alasan yaitu a). telah terjadi ketidakproporsionalitasan hak konstitusional bagi
pihak yang terdampak; b). tidak adanya perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dialami oleh industri pembiayaan dikarenakan biaya eksekusi
lebih besar daripada pendapatan barang fidusia itu sendiri; c). tidak ada perlindungan hukum
yang adil karena telah tercipta kedudukan yang lebih berat pada satu pihak di mana Kreditur
harus membawa perkara ini ke pengadilan; d). memberi celah bagi debitur untuk mengulur
waktu melarikan barang sehingga memberikan ruang bagi terjadinya kejahatan; e). terjadi
penghancuran lahan profesi (collector dan financing) yang legal sehingga mengakibatkan
hilangnya pendapatan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2)
UUD 1945; f). terjadi pelanggaran hak dan kewajiban dari masing-masing pihak karena
menambahkan "sukarela terhadap eksekusi" sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat
(2) UUD 1945; g). tidak adanya parameter yang jelas sehingga dapat mengakibatkan Debitur
mengelak dan dijadikan celah untuk lari dari tanggung jawabnya; h). makna “sukarela saat
eksekusi" bertentangan dengan prinsip negara hukum harusnya menjamin aturan yang
mencegah terjadinya potensi kejahatan.

Bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan bersandar pada
Pasal 54 UU MK dan sebagaimana telah dipertimbangkan pula oleh Mahkamah pada
Paragraf [3.7] pada pertimbangan hukum permohonan provisi Pemohon, Mahkamah
berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-
pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud,;

Bahwa terhadap permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yang diajukan oleh
Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) bertanggal 4 Mei 2021, yang diterima di
Kepaniteraan Mahkamah pada 5 Mei 2021, oleh karena permohonan a quo berdasarkan
pertimbangan pada Paragraf [3.7] dan Paragraf [3.10] dinilai oleh Mahkamah telah cukup
jelas sehingga tidak diperlukan lagi sidang lanjutan dengan agenda pembuktian dan
memanggil pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK, maka
tidak ada relevansinya untuk menerima permohonan Pihak Terkait tersebut dan oleh
karenanya permohonan sebagai Pihak Terkait dimaksud haruslah dinyatakan tidak
beralasan menurut hukum dan untuk itu Mahkamah telah menerbitkan Ketetapan Nomor
1.2/PUU/TAP.MK/PT/6/2021 tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 2/PUU-XIX/2021,
bertanggal 16 Juni 2021;

Bahwa terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU
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42/1999 pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, bertanggal 6 Januari 2020. Menurut Mahkamah
substansi permohonan dari Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan perkara a quo adalah
sama yaitu mempersoalkan titel eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia. Adapun yang
membedakan perkara a quo dengan Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah terkait
dengan dasar pengujian yaitu permohonan a quo menguiji Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan
Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J
ayat (2) UUD 1945 dan terkait dengan alasan permohonan juga berbeda yaitu anggapan
kreditur sebagai pihak yang terdampak atas Putusan Mahkamah a quo. Oleh karena itu
terlepas secara substansial permohonan a quo beralasan atau tidak, secara formal
permohonan a quo berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021
beralasan untuk dapat diajukan kembali.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, permohonan a quo
memiliki relevansi dengan substansi baik semangat maupun alasan-alasan sebagaimana
yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
18/PUU-XVII/2019, bertanggal 6 Januari 2020, yaitu telah mempertimbangkan secara yuridis
dan menjawab secara komprehensif isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan oleh
Pemohon, khususnya berkaitan dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Lebih jauh dalam
pertimbangan hukum perkara tersebut telah pula dengan jelas dinyatakan pelaksanaan
eksekusi sertifikat jaminan fidusia apabila berkenaan dengan cidera janji oleh pemberi hak
fidusia (debitur) terhadap kreditur masih belum diakui oleh debitur adanya cidera janji
(wanprestasi) dan debitur keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang
menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh
melakukan eksekusi sendiri secara paksa melainkan harus mengajukan permohonan
pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri dan hal ini telah ternyata tidak terbukti
menjadikan tidak memberikan perlidungan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh
Pemohon dalam perkara a quo. Sebaliknya, hal demikian justru memberikan perlindungan
hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian fidusia. Sebab, pada sebuah
perjanjian Jaminan Fidusia yang objeknya adalah benda bergerak dan/atau tidak bergerak
sepanjang tidak dibebani hak tanggungan dan subjek hukum yang dapat menjadi pihak
dalam perjanjian dimaksud (kreditur dan debitur), maka perlindungan hukum yang berbentuk
kepastian hukum dan keadilan harus diberikan terhadap ketiga unsur yaitu kreditur, debitur,
dan objek hak tanggungan.

Bahwa selanjutnya, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami secara utuh
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVI11/2019 dalam kaitannya dengan kekuatan
eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan
eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi
kepada Pengadilan Negeri pada dasarnya telah memberikan keseimbangan posisi hukum
antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam
pelaksanaan eksekusi. Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui
pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan
dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan
wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada
kreditur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara
sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan
oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri;

Bahwa selain itu, jika dicermati petitum permohonan Pemohon, yaitu petitum angka 2
yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU
42/1999 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai kembali ke Pasal 15 ayat (2)
UU 42/1999 sebelum diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-
XVI11/2019 yang menurut Pemohon justru dengan adanya Putusan Mahkamah, eksekusi
melalui pengadilan telah menyulitkan Pemohon selaku kolektor atau perusahaan
pembiayaan, aparat penegak hukum, dan konsumen terhadap pelaksanaan eksekusi



terhadap barang jaminan fidusia. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami substansi
Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya karena penafsiran norma dalam frasa “kekuatan
eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”
dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 dimaknai
“terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur
keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala
mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia
harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap” sudah tepat dan memberikan sebuah bentuk perlindungan
hukum baik kepastian hukum maupun keadilan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam
perjanjian fidusia,

Kemudian penting bagi Mahkamah menegaskan perihal dalil-dalil yang dijadikan dasar
untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo antara lain proses eksekusi lama,
biaya eksekusi lebih besar dibanding pendapatan barang fidusia, dan berpotensi hilangnya
objek jaminan di tangan Debitur, sesungguhnya lebih kepada persoalan-persoalan konkret.
Hal tersebut dapat saja terjadi dalam hubungan hukum antarprivat yang sifatnya sangat
spesifik dan kompleks. Dalam batas penalaran yang wajar, hal-hal tersebut tidak dapat
diakomodir dengan selalu menyelaraskan norma dari undang-undang yang bersangkutan.
Terlebih lagi, terhadap norma yang memang tidak terdapat persoalan konstitusionalitasnya.
Apalagi norma yang dimohonkan Pemohon telah dipertimbangkan dan diputus dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVI1/2019. Oleh karena itu, belum terdapat
alasan hukum dan kondisi yang secara fundamental berbeda bagi Mahkamah untuk
mengubah pendiriannya terhadap isu pokok yang berkaitan dengan eksekutorial sertifikat
jaminan fidusia;

Bahwa terhadap hal-hal lain dari dalil Pemohon tidak dipertimbangkan karena tidak
ada relevansinya, dan sesungguhnya dalil-dalil yang tidak dipertimbangkan tersebut adalah
persoalan implementasi norma yang tidak ada keterkaitannya dengan persoalan
konstitusionalitas norma. Oleh karenanya, apabila dalil-dalil dimaksud benar adanya maka
upaya-upaya hukum dapat ditempuh oleh Pemohon sesuai dengan mekanisme peraturan
perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon adalah
tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang
amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



